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MOTTO 
“Tidak ada niat baik yang boleh dicapai dengan cara buruk, dan sebaliknya tidak 
ada niat buruk yang berubah baik meski dilakukan dengan cara-cara baik”. 
(Tere Liye) 
 
“If something is destined for you, never in million years it will be for somebody 
else” 
“jika sesuatu ditakdirkan untukmu, sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi 
milik orang lain” 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of the presentation of 
responsibilty statement and accessibility to the transparence and accountability in 
the management of the Village Fund Allocation in Wironanggan Village, Gatak 
Subdistrict, Sukoharjo Regency. 
The method used is quantitative research methode. The population in this 
study are all neighbourhood, hamlet, BPD dan village chief in Wironanggan 
Village, Gatak Subdistrict, Sukoharjo Regency 41 respondents. The sample in this 
study are all neighbourhood, hamlet, BPD dan village chief in Wironanggan 
Village, Gatak Subdistrict, Sukoharjo Regency 41 respondents. The dependent 
variable from this study is the transparence (Y1) and accountability (Y2). For the 
independent variable include: the presentation of responsibilty statement (X1) and 
accessibility (X2). The method of data analysis used is multiple regression linier 
analysis. 
The results of this study showed that the presentation of responsibilty 
statement and accessibility significantly and positively affected the transparence 
and accountability. The variable who have highest thitung score is the presentation 
of responsibilty. That means the transparence and accountability is driven by the 
presentation of responsibilty statement and accessibility. 
 
Keywords: presentation of responsibilty statement, accessibility, transparence, 
and accountability. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan 
pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh RT, RW, BPD dan Kepala Dusun 
Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo sebanyak 41 
responden. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari RT, RW, BPD dan Kepala 
Dusun Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo sebanyak 41 
responden. Variabel dependen dari penelitian ini adalah transparansi (Y1) dan 
akuntabilitas (Y2). Untuk variabel independen meliputi : penyajian laporan 
pertanggungjawaban (X1) dan aksesibilitas (X2). Untuk metode analisis data 
dengan menggunakan regresi linier berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan 
pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Variabel yang memiliki 
nilai thitung tertinggi adalah variabel penyajian laporan pertanggungjawaban. 
Artinya transparansi dan akuntabilitas lebih didorong oleh penyajian laporan 
pertanggungjawaban. 
 
Kata kunci: penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, transparansi dan 
akuntabilitas. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan 
isu yang semakin mendapat perhatian karena adanya desentralisasi fiskal dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi 
daerah. Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah), salah satunya dengan 
melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Pemerintah harus 
mampu  menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka 
kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Hehanussa, 2015: 82). 
Adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 
orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 
informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-
hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam 
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya 
publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 
2010: 18). 
Menurut Mardiasmo (2004: 30), transparansi adalah keterbukaan 
(openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan 
kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan 
informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan 
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dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 
dalam mengambil keputusan. 
Menurut Annisaningrum (2010: 2), transparansi berarti memberikan 
informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Informasi 
keuangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 
pemerintah dalam  pengelolaan  sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya  
dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan 
pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta 
merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi 
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan publik merupakan salah satu ciri 
penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk 
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (www.kipjateng.com). 
Transparansi adalah suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan 
jelas. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi 
adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa-apa yang terjadi dan 
dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-
keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik.  
Dalam hal ini peran pemerintah adalah membuka diri terhadap hak masyarakat 
untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur dan tidak diskriminatif terhadap 
penyelenggaraan pemerintah daerah (Kusuma, 2012: 51). 
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Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, 
tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua 
informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena 
laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para 
pengguna potensial (Stecollini, 2002).  
Menurut Mustofa (2012: 2), akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari 
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan 
untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas 
sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan 
kebenaran suatu tindakan birokrasi (Widodo, 2011: 67). 
Akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari 
stewardship. Hal ini karena stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu 
aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk 
melaporkan, sedangkan akuntabilitas (accountability) mengacu pada 
pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. 
(Mardiasmo, 2002: 21). 
Sebagai konsekuensi otonomi desa, pemerintahan yang baik dan 
memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa.  
Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa 
untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya 
dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban  
yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes 
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dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya (Sukasmanto 
dalam Sumpeno, 2011: 222). 
Telah terjadi reformasi yang mendasar hubungannya dengan penyajian 
laporan keuangan daerah yaitu mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dua 
jenis laporan keuangan baru yang yaitu neraca daerah dan laporan arus kas. Akan 
tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian laporan keuangan daerah ini 
nampaknya belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Masalah 
lainnya yang timbul adalah kurangnya publikasi laporan keuangan oleh 
pemerintah daerah secara transparan (melalui surat kabar, internet, atau dengan 
cara yang lainnya) nampaknya belum menjadi hal yang umum (Mustofa, 2012: 2). 
Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk 
menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah 
daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang 
diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. 
Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan 
transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010: 51). 
Pemerintah daerah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif 
laporan keuangan dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP No. 24 
tahun 2005 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 
Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi 
yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan 
(openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik 
(Mardiasmo, 2006). 
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Selain itu, aksesibilitas juga dapat berpengaruh pada transparansi dan 
akuntabilitas. Pengertian aksesibilitas dalam kamus besar Bahasa Indonesia 
adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya  
penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat 
mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan 
akuntabilitas keuangan daerah (Sukhemi, 2012: 288). 
Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka 
perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. 
Aksesibilitas juga akan memberikan pengaruh terhadap seberapa besar 
penggunaan informasi keuangan daerah (Apriliani, et al., 2015: 3). Aksesibilitas 
laporan keuangan merupakan kemampuan dalam memberikan akses bagi 
stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian 
dari partisipasi stakeholder (Aliyah dan Nahar, 2012: 142). 
Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses untuk para 
pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah harus mampu memberikan 
kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada 
lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang 
sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana 
publik (Lewier dan Kurniawan, 2016: 4). 
Mustofa (2012), menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah 
berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  
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Apriliani et. al. (2015), menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan, 
karakteristik kualitatif laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh secara 
signifikan dan positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah baik secara 
parsial dan simultan.  
Sukhemi (2012), menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan 
berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan 
tingkat pengungkapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas 
keuangan daerah. 
Lewier dan Kurniawan (2016), menyatakan bahwa penyajian laporan 
keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara individu 
(parsial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Apriliani et. al. (2015). 
Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan dua variabel dependen 
yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 
Peneliti menggunakan objek yang berbeda yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
Pemerintah Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo 
merupakan salah satu entitas pelaporan yang memiliki kewajiban untuk 
menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, dalam 
penyajiannya masih mengalami berbagai kendala dan masalah. 
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Permasalahan tersebut seperti, masyarakat Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo secara umum tidak mengetahui 
bagaimana realisasi Dana Desa (ADD) yang telah dijalankan oleh Aparatur Desa, 
sehingga masih ditemukan kurang adanya transparansi dalam pengelolaan 
keuangan desa dalam penyusunan Dana Desa (ADD) (Wawancara, 10 April 
2017).   
Selain itu, masyarakat Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo tidak mengetahui akan pentingnya akuntabilitas keuangan desa. 
Masyarakat tidak mengetahui bagaimana dana itu digunakan dan bagaimana  
kebutuhan dana tersebut dibelanjakan karena tidak diungkapkan secara terbuka 
kepada publik. Sebagai masyarakat yang membayar pajak, tentunya masyarakat 
juga ingin mengetahui bagaimana dan digunakan untuk apa saja dana yang 
dipercayakan kepada pemerintah (Wawancara, 10 April 2017). 
Saat ini, setiap pemerintah desa dituntut untuk memiliki website yang 
bertujuan untuk membuka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus 
menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat 
luas. Pemerintah Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo 
sudah memiliki situs atau website yang menjadi penghubung komunikasi antara 
Pemerintah Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dengan 
masyarakat luas, akan tetapi belum memuat mengenai laporan keuangan sehingga 
masyarakat tidak mengetahui realisasi dana desa (Wawancara, 10 April 2017). 
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Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas 
tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua 
informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan 
tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna 
potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak 
lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas 
keuangan daerah (Wawancara, 10 April 2017). 
Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang 
mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo seperti 
penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan 
Aksesibilitas Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo”. 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasikan 
masalah sebagai berikut : 
1. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan transparansi dan 
akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat 
semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena 
laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para 
pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan 
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yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari 
akuntabilitas keuangan daerah. 
2. Masyarakat Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo 
secara umum tidak mengetahui bagaimana realisasi Dana Desa (ADD) yang 
telah dijalankan oleh Aparatur Desa, sehingga masih ditemukan kurang adanya 
transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dalam penyusunan Dana Desa 
(ADD). Sehingga pemerintah Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo diharapkan lebih transparan dalam menyajikan laporan 
pertanggungjawaban kepada masyarakat. 
1.3. Batasan Masalah 
Pembatasan masalah  dalam  penelitian  ditetapkan agar penelitian  nanti 
terfokus pada pokok  permasalahan  yang  ada  beserta pembahasannya,  sehingga  
diharapkan  penelitian  yang  dilakukan  tidak menyimpang dari  tujuan yang telah 
ditetapkan. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada : 
1. Penelitian hanya mengenai pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban 
dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD). 
2. Penelitian ini dilakukan di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo. 
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1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas, 
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap 
transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo? 
2. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo? 
3. Apakah penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo? 
4. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo? 
1.5. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban 
terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
11 
 
 
 
2. Untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo. 
3. Untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban 
terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
4. Untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo. 
1.6. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing masing 
pihak sebagai berikut: 
1. Bagi Akademisi 
Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut : 
a. Mampu memberikan referensi bagi peneliti berikutnya terhadap masalah yang 
sama.   
b. Mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sampai sejauh 
mana teori-teori yang sudah ditetapkan di lapangan sehinggga hal-hal yang 
masih dirasa kurang dapat diperbaiki. 
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2. Bagi Praktisi  
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
aparat Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, baik 
berupa masukan ataupun pertimbangan terkait dengan pengaruh penyajian 
laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 
b. Penelitian hanya ditujukan pada pemangku kepentingan karena masyarakat 
Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo termasuk 
pengguna laporan pertanggungjawaban yang memiliki hak untuk mengetahui 
mengenai penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
1.7. Jadwal Penelitian  
Terlampir. 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi  
Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN 
Merupakan langkah pertama dalam melakukan penelitian dan menjadi 
kerangka pemikiran yang menjelaskan latar belakang masalah yang menguraikan 
penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Identifikasi masalah berisi berbagai 
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masalah yang relevan yang mana di dalamnya mewakili dari beberapa variabel 
yang diteliti. Batasan masalah menunjukkan fokus obyek yang diteliti.  
Rumusan masalah mengenai apakah pengaruh penyajian laporan 
pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo. Tujuan dan kegunaan penelitian merupakan hal yang ingin 
dicapai sesuai latar belakang masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang 
diajukan. Sistematika penulisan penelitian mencakup uraian singkat pembahasan 
materi dari tiap bab. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Menguraikan teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Isi dari 
bab ini adalah kajian teori yang mencakup pengelolaan keuangan daerah, Alokasi 
Dana Desa (ADD), penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil 
penelitian yang relevan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perbandingan 
kesesuaian penelitian. Kerangka berfikir merupakan penjelasan secara singkat 
tentang permasalahan yang diteliti dan hipotesis merupakan pertanyaan yang 
disimpulkan dari berbagai penelitian yang relevan. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, 
sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian, penjelasan definisi operasional variabel 
dependen yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa 
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(ADD), maupun variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas. 
Penjelasan teknik analisis data dengan uji asumsi klasik, uji ketepatan model, 
analisis regresi linier berganda dan uji t. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Menguraikan tentang analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif. Menguraikan tentang gambaran umum 
penelitian dilengkapi dengan profil Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo. Penjelasan hasil uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji 
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Penjelasan hasil uji ketepatan model 
dengan uji F, dan uji determinasi. Penjelasan analisis regresi linier berganda. 
Penjelasan uji signifikan menggunakan uji t, serta pembahasan hasil analisis 
(pembuktian hasil hipotesis). 
BAB V PENUTUP   
Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah melalui beragam 
pengujian dan menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, 
keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, dan memberikan saran-saran bagi 
penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Pengelolaan Keuangan Desa 
Pengertian pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri  
Dalam Negeri no. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
(selanjutnya disingkat Permendagri No. 37/2007) dalam Pasal 1 ayat 2 adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa (Setiawan, et al 
2017: 3). 
Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, keuangan desa 
adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber 
keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD),  dana 
dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan  pemerintah  
daerah  oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan  pelaksanaan  
urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh 
APBN (Hanifah dan Praptoyo, 2015: 4). 
Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Keuangan Desa 
adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai 
1 
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dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam Permendagri No. 
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana mencakup lima 
poin penting yaitu pelaksanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban. 
Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan pengelolaan keuangan desa adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Sesuai  latar  belakang  diatas,  peneliti  lebih 
lebih memfokuskan dalam kegiatan Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban. 
1. Penatausahaan 
Menurut Lapananda (2016: 55), Penatausahaan keuangan desa ialah 
kegiatan mengatur keuangan desa dalam  rangka  mewujudkan  asas  pengelolaan  
keungan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan 
meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh 
dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku 
bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 
35 dan 36 yaitu: 
a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa 
b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 
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c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 
pertanggungjawaban. 
d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa 
dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
2. Pelaporan 
Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa 
kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses 
pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan  secara  
tepat  waktu  dan  bersifat  akurat  dan  benar.  Laporan  yang  disampaikan  yaitu  
laporan realisasi pelaksanaan APBDes. 
Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat 
dalam pasal 37 yaitu:  
1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada 
Bupati/Walikota, berupa: 
a. Laporan Semester Pertama, Laporan semester pertama berupa laporan realisasi 
pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling 
lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan. 
b. Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan  semester  akhir  tahun  berupa  
laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes,  sama  seperti  dengan laporan 
semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan  realisasi 
APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun 
berikutnya. 
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2. Pertanggungjawaban 
Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam 
tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan 
pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporanpertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada 
pemerintah daerah yaitu Bupati/ Walikota. Serta laporan reaslisasi  dan laporan 
pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat  secara tertulis 
maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  
Pengelolaan  Keuangan  Desa Pasal 38, telah mengatur tahap pertanggungjawaban 
keuangan desa yaitu sebagai berikut: 
1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan  APBDes  kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan 
dengan peraturan desa. 
4.  Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDes, dilampiri: 
a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 
Anggaran berkenaan. 
b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 
berkenaan. 
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c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke 
desa. 
Pada pasal 40, laporan pertanggungjawaban harus diinformasikan kepada 
masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh 
masyarakat (Mamuaya et al, 2017: 1022). 
Sumber-sumber pendapatan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 
113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai 
berikut: (1) Pendapatan asli desa yang terdiri dari Hasil usaha Desa, Hasil  
Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat,  hasil  gotong  royong,  
dan lain-lain Pendapatan  Asli  Desa, (2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi  
daerah Kabupaten atau Kota, (3) Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, (4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Provinsidan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  atau Kota,  (5)  
Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana 
perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, (6) Hibah dan sumbangan  dari 
pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah 
(Kumalasari dan Riharjo, 2016: 3). 
2.1.2. Alokasi Dana Desa 
Salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah Alokasi  
Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang  
dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana  
pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta 
diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi  
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pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Untuk 
dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka  
pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa.   
Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007  
tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa  
secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan  
keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban  dan  pengawasan  
memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana  
Desa atau ADD  (berdasarkan  PP  No.72  tahun  2005). 
Seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses 
pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa 
dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan  disiplin  anggaran  baik  dalam  hal  
pendapatan  dan  sumber-sumber  pendapatan  juga mengelola pembelanjaan 
anggaran (Hanifah dan Praptoyo, 2015: 4). 
Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan yurisdisnya. Dalam undang-
undang  tersebut  telah diatur tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, 
sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan 
pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  Hak  
dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan  
pengelolaan Keuangan Desa. Secara spesifik, pengelolaan keuangan desa telah  
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diatur dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Dalam  UU  No.  6/2014  tentang  Desa pada  pasal  1,  Desa  adalah  desa  
dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang  berwenang 
untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak  tradisional  
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
Untuk  mengatur  serta  menjalankan  suatu kewenangan  dalam  mengatur  
desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan  
desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan 
tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan  membawahi Perangkat 
Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Sedangkan 
pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang  bertugas  
mengawasi  penyelenggaraan pemerintahan desa (Fajri et al, 2015: 1101) 
Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan  Desa dalam APBDesa oleh 
karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus  
memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Seluruh kegiatan yang 
didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan 
dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat,  
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Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,    
teknis dan hukum, Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan  
prinsip hemat, terarah dan terkendali (Muslimin  et al, 2012: 83). 
Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang  
diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan  
Keuangan Pusat dan Daerah  yang  diterima oleh  kabupaten. Menurut  Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan  
Keuangan  Desa  pada  Pasal  18 bahwa  Alokasi  Dana  Desa  berasal  dari APBD  
Kabupaten/Kota yang bersumber dari  bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat  
dan  Daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten/Kota  untuk  Desa  paling  sedikit 10 
%. 
Menurut Solekhan (2012: 80), Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana 
lanjutan dari program desa sejak tahun 1969 yang diberikan oleh pemerintah  
pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun sejak diberlakukan  
otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes. 
Tujuan Alokasi Dana Desa dalam pasal 19 Permendagri Nomor 37 Tahun 
2007 adalah Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, 
meningkatkan  perencanaan  dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan  
pemberdayaan  masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, 
meningkatkan pengamalan nilai-nilai  keagamaan, sosial budaya dalam rangka  
mewujudkan peningkatan social, meningkatkan ketrentaman dan ketertiban 
masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 
pengembangankegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,  mendorong  peningkatan 
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keswadayaan  dan  gotong  royong masyarakat, meningkatkan  pendapatan desa  
dan masyarakat desa melalui  Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). 
Menurut Nurcholis (2011: 89), Adapun beberapa tujuan dilaksanakannya 
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:  
1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;  
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa 
dan pemberdayaan masyarakat; 
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;  
4. Meningkatkan  pengamalan  nilai-nilai  keagamaan,  sosial  budaya  dalam  
rangka mewujudkan peningkatan sosial;  
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
6. Meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  desa  dalam rangka  
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;  
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royongmasyarakat;  
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDesa). 
Menurut Pemendagri 37 tahun 2007, pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) dapat dilihat berdasarkan variabel independen utama dan variabel 
independen tambahan dengan rumus yaitu: 
1. Azas merata atau Alokasi Dana Desa (ADD) minimal yaitu besarnya bagian 
Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap desa. Alokasi Dana Desa 
(ADD) variabel independen utama sebesar 70% dan variabel independen 
tambahan 30%.  
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2. Azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi 
secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang 
dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) 
Proporsional (ADDP), variabel proporsional utama sebesar 60% dan variabel 
proporsional tambahan sebesar 40% (Faridah, 2015: 32). 
Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian yang 
tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Sehingga 
dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip 
pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut: 
1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes; 
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, 
dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur 
masyarakat; 
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, 
teknis, dan hukum; 
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, 
terarah dan terkendali (Faridah, 2015: 33). 
2.1.3. Transparansi 
Menurut Mardiasmo (2004: 30), transparansi adalah keterbukaan 
(openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan 
kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan 
informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan 
25 
 
 
 
dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 
dalam mengambil keputusan. 
Pengertian transparansi adalah keterbukaan yang dilakukan secara 
sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari 
seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik 
(Andrianto, 2007: 20). 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 
Tahun 2007, Pasal 4 ayat 7, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan 
daerah (Mahmudi, 2010: 17).  
Adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 
orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 
informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-
hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam 
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya 
publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 
2010: 18). 
Azas keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah adalah azas yang membuka diri kepada hak masyarakat. Hal ini untuk 
memperoleh informasi secara benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tetap memperhatikan perlindungan 
atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi 
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tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai 
informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan 
tidak diskriminatif (Auditya, et al, 2013: 28). 
Menurut Annisaningrum (2010: 2), transparansi berarti memberikan 
informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Informasi 
keuangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 
pemerintah dalam  pengelolaan  sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya  
dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.  
Transparansi menjadi hal yang sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-
fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Pemerintah harus 
menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, Hal ini 
mengingat pemerintah saat ini memiliki kewenangan mengambil berbagai 
keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak. Adanya transparansi 
menyebabkan kebohongan sulit untuk disembunyikan. Oleh sebab itu, 
transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat 
dari perbuatan korupsi (Faridah, 2015: 23). 
Penyelengaraan pemerintahan yang transparan memiliki kriteria sebagai 
berikut:  
1. Adanya pertanggungjawaban terbuka;  
2. Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan;  
3. Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk mengetahui hasil audit dan 
ketersediaan informasi mengenai kinerja (Annisaningrum, 2010: 2). 
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Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan 
pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berhubungan dengan pengelolaan 
keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media. 
Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabilitas 
terhadap penyajian laporan keuangan, diharapkan dapat diakses oleh berbagai 
pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui 
informasi tersebut (Hehanussa, 2015: 84). 
Empat komponen yang dibutuhkan dalam kerangka konseptual untuk 
membangun transparansi organisasi sektor publik yaitu (Werimon et al, 2007: 8): 
1. Adanya sistem pelaporan  keuangan; 
2. Adanya sistem pengukuran kinerja; 
3. Dilakukannya auditing sektor publik;  
4. Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability). 
Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; 
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; 
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; 
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat; 
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik (Werimon et al,  2007: 8). 
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Asumsinya  adalah semakin transparan kebijakan publik, yang dimaksud 
dalam hal ini adalah APBN, maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan 
semakin meningkat. Hal ini karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi 
kebijakan publik tersebut (Werimon et al, 2007: 8). 
Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hubungannya 
dengan pemerintah daerah perlu memperhatikan hal berikut: 
1. Publikasi dan sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;   
2. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah 
mengenai berbagai perizinan dan prosedurnya;  
3. Publikasi dan sosialisasi mengenai prosedur dan tata kerja dari pemerintah 
daerah; 
4. Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-
proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga; 
5. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan 
tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah (Rahmanurrasjid, 2008: 86). 
2.1.4. Akuntabilitas 
Menurut Mustofa (2012: 2), akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari 
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan 
untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas 
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sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan 
kebenaran suatu tindakan birokrasi (Widodo, 2011: 67). 
Akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari 
stewardship. Hal ini karena stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu 
aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk 
melaporkan, sedangkan akuntabilitas (accountability) mengacu pada 
pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. 
(Mardiasmo, 2002: 21). 
Menurut Annisaningrum (2010: 1), akuntabilitas yaitu 
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 
yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas adalah kewajiban dalam menyampaikan 
pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan 
tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak 
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan mengenai 
pertanggungjawaban. 
Sebagai konsekuensi otonomi desa, pemerintahan yang baik dan 
memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa.  
Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa 
untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya 
dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban  yang 
dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan 
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alokasi dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya (Sukasmanto dalam 
Sumpeno, 2011: 222). 
Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi 
pemerintah. Hal ini agar dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan 
berorientasi pada kepentingan publik. Konsep dari akuntabilitas didasarkan pada 
individu-individu atau kelompok jabatan yang dalam tiap klasifikasi jabatan 
bertanggungjawab pada kegiatan yang  dilaksanakannya (Waluyo, 2009: 195). 
Menurut Annisaningrum (2010: 1), kriteria akuntabilitas keuangan adalah 
sebagai berikut: 
1. Pertanggungjawaban  dana  publik; 
2. Penyajian tepat waktu; dan 
3. Adanya pemeriksaan(audit)/respon pemerintah. 
Prinsip-prinsip yang diperlukan dalam pelaksanaan akuntabilitas di 
lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 
berikut: 
1. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, dan 
perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; 
2. Harus mempunyai suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan  yang 
berlaku; 
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan; 
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4. Harus  berorientasi  pada  pencapaian  visi  dan  misi  serta  hasil  dan  manfaat  
yang diperoleh; 
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai bentuk perubahan 
manajemen instansi  pemerintah  dalam  pengukuran  kinerja  dan  penyusunan  
laporan akuntabilitas (Wina, 2014: 4). 
Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi public yaitu 
(Wahida, 2015: 20): 
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum yaitu akuntabilitas kejujuran 
terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), 
sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan 
sumber dana publik. 
2. Akuntabilitas proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah 
digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan 
sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur  
administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian 
pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. 
3. Akuntabilitas program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan 
alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang 
minimal. 
4. Akuntabilitas kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, 
pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. 
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Menurut Auditya, et al. (2013: 27), indikator akuntabilitas yaitu:  
1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi:  
a. Pembuatan keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia untuk setiap 
warga yang  membutuhkan;  
b. Pembuatan  keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang 
berlaku;  
c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai 
dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku;  
d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi; 
e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan 
maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. 
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, meliputi: 
a. Penyebarluasan informasi mengenai  suatu keputusan, melalui media massa, 
media nirmassa, maupun media komunikasi personal;  
b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara 
mencapai sasaran suatu program;   
c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat 
dan  mekanisme  pengaduan  masyarakat;  dan   
d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah 
dicapai oleh pemerintah. 
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Berdasarkan perspektif sistem akuntabilitas, karakteristik pokok sistem 
akuntabilitas terbagi ke dalam lima bagian yaitu: 
1. Berfokus pada hasil (outcomes); 
2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja; 
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu 
program atau kebijakan; 
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu; 
5. Melaporkan hasil (outcomes) dan mempublikasikannya secara teratur 
(Sukhemi, 2012: 288). 
2.1.5. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban 
Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk 
menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah 
daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang 
diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. 
Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan 
transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010: 51). 
Pemerintah daerah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif 
laporan keuangan dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP No. 24 
tahun 2005 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 
Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi 
yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan 
(openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik 
(Mardiasmo, 2006). 
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Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah  
daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang 
disyaratkan pada PP No. 24 tahun 2005, hal ini berarti pemerintah daerah mampu 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan 
dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Mardiasmo, 2006). 
Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah, maka akan 
berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah. Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi 
para pengguna laporan keuangan. Apabila penyajian laporan keuangan dilakukan 
dengan baik, akan tetapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna 
laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik (Lewier dan Kurniawan, 2016: 
4). 
Manfaat informasi keuangan dalam laporan keuangan adalah sebagai 
berikut:  
1. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para 
pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada 
kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola; 
2. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya 
mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas 
informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan 
akuntabilitas; 
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3. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber 
daya dan kewajiban;  
4. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan 
keputusan (Aliyah dan Nahar, 2012: 139). 
Laporan realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa 
terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporankan dua kali dalam 
setahun atau setiap semester dalam setahun, dan SPJ atau surat 
pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap 
pengelolaan Alokasi Dana Desa secara terperinci yang ditunjukan kepada  
pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel 
mengenai segala aktifitas yang telah dilaksandakan terhadap dana tersebut 
(Setiawan, 2017: 8). 
2.1.6. Aksesibilitas  
Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka 
perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. 
Aksesibilitas juga akan memberikan pengaruh terhadap seberapa besar 
penggunaan informasi keuangan daerah (Apriliani, et al., 2015: 3). Aksesibilitas 
laporan keuangan merupakan kemampuan dalam memberikan akses bagi 
stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian 
dari partisipasi stakeholder (Aliyah dan Nahar, 2012: 142). 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aksesibilitas adalah 
hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan 
akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi 
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tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan  
daerah (Sukhemi,  2012) 
Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses untuk para 
pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah harus mampu memberikan 
kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada 
lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang 
sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana 
publik (Lewier dan Kurniawan, 2016: 4). 
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103, bahwa 
informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah  
data  terbuka  yang  dapat  diketahui,  diakses  dan  diperoleh  oleh masyarakat. Ini 
berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder  
secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan 
mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara 
lainnya (Wahida, 2015: 18). 
2.2.   Hasil Penelitian yang Relevan  
Hasil penelitian yang relevan dapat dilihat sebagai berikut : 
1. Penelitian Apriliani, et al. (2015) dengan judul” Pengaruh Penyajian Laporan 
Keuangan, Karakteristik Kualitatif, dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)”. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai 
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bagian akuntansi dan keuangan, telah bekerja minimal 1 tahun dan jenjang 
pendidikan terakhir SMA. Sampel dalam penelitian ini adalah 83 responden. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, 
karakteristik kualitatif laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh secara 
signifikan dan positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah baik 
secara parsial dan simultan. 
2. Penelitian Mustofa (2012) dengan judul” Pengaruh Penyajian dan 
Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Kabupaten Pemalang”. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna eksternal 
laporan keuangan di Kabupaten Pemalang. Sampel dalam penelitian ini adalah 
100 responden dari pengguna eksternal laporan keuangan yang meliputi 
DPRD, LSM, Pembayar pajak, dan masyarakat. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara parsial penyajian dan aksesbilitas laporan 
keuangan daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan 
daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh 
dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
3. Penelitian Lewier dan Kurniawan (2016) dengan judul” Pengaruh Penyajian 
Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah 
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten”. 
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Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh pejabat struktural yang bekerja pada SKPD di lingkungan 
Pemerintahan Kabupaten Klaten yang meliputi kepala badan/dinas/ instansi, 
sekretaris/ kabid/ kabag, maupun kasubid/kasubbag/kasubdis/kasie. Sampel 
dalam penelitian ini adalah 127 responden. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas 
laporan keuangan daerah secara individu (parsial) maupun secara bersama-
sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. 
4. Penelitian Sukhemi (2012) dengan judul” Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat 
Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah”. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh stakeholder laporan keuangan pemerintah antara lain anggota 
DPRD, guru/dosen, pembayar pajak/masyarakat umum dan LSM di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan 
terhadap  akuntabilitas keuangan daerah dan tingkat pengungkapan tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. 
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5. Penelitian Aliyah dan Nahar (2012) dengan judul” Pengaruh Penyajian 
Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah 
Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Jepara”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan (pihak-pihak 
yang berkepentingan terhadap laporan keuangan) pemerintah Kabupaten 
Jepara, yang dalam hal ini populasi yang dituju oleh peneliti adalah Anggota 
DPRD dan LSM di Wilayah Kabupaten Jepara. Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini adalah 76 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan 
daerah berpengaruh signifikan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara. 
6. Penelitian Astuty dan Fanida. (2013) dengan judul” Akuntabilitas Pemerintah 
Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 
(Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng, 
Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)”. Penelitian ini mendeskripsikan dan  
menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa 
Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada Alokasi Dana Desa 
(ADD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif.  Adapun  narasumber  penelitian ini terdiri dari Kepala 
Desa Sareng, Tim Pengelola ADD Desa Sareng, Wakil Ketua BPD (Badan  
Permusyawaratan  Desa),  Ketua  Posyandu  Lansia,  Ketua  UP2K  PKK, dan  
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perwakilan masyarakat Desa Sareng. Analisis data dilakukan dengan  
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sareng Kecamatan  
Geger Kabupaten Madiun sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip  
akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2011. Secara umum 
akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten 
Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan 
yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan 
ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan program Posyandu Lansia 
hanya berjalan selama enam bulan dan selanjutnya program ini tidak  berjalan. 
Namun demikian, sisa dana Posyandu Lansia yang tidak berjalan tersebut 
dialihkan untuk kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu 
kuitansi sesuai dengan ketetapan yaitu Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 
Tahun 2011. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: peneliti 
menggunakan dua variabel dependen yaitu transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Peneliti menggunakan objek yang 
berbeda yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
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2.3.   Kerangka Berfikir Penelitian 
Kerangka pemikiran yang akan dibentuk dalam penelitian ini dapat dilihat 
sebagai berikut : 
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir Penelitian 
 
                                                                   H1 
                                                  H3 
                                
 
                                H2 
                                                        H4 
 
Keterangan : 
1. Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap transparansi 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan 
Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
2. Aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo. 
3. Penyajian laporan ertanggungjawabanberpengaruh terhadap akuntabilitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan 
Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
Transparansi  
(Y1) 
 
Akuntabilitas  
(Y2) 
 
Penyajian Laporan 
Pertanggungjawab
an  
(X1) 
 
Aksesibilitas  
(X2) 
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4. Aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo. 
2.4.   Hipotesis 
Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori yang dibangun maka, hipotesis 
dalam penelitian ini yaitu : 
1. Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap Transparansi  
Penyajian keuangan yang terbuka kepada publik akan menjadi alat ukur 
kinerja manajemen di pemerintah daerah. Semakin baik penyajian laporan 
keuangan daerah serta semakin sesuai dengan SAP maka akan meningkatkan 
transparansi laporan keuangan karena akan memberikan informasi yang 
dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi alat ukur kinerja daerah (Apriliani, et 
al., 2015: 8). Aliyah dan Nahar (2012), menyatakan bahwa penyajian laporan 
keuangan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap transparansi laporan 
keuangan daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga 
dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut: 
H1: penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif 
terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
2. Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Transparansi  
Apalah artinya menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan 
kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk 
menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan 
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maksimal. Semakin tinggi tingkat aksesibilitas yang diberikan oleh daerah maka 
semakin baik pula tingkat transparansi laporan keuangan (Apriliani, et al., 2015: 
8). Aliyah dan Nahar (2012), menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh secara 
signifikan dan positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah. Berdasarkan 
teori dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 
sebagai berikut: 
H2: aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap transparansi pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo. 
3. Pengaruh Penyajian Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas  
 
Apabila penyajian laporan keuangan daerah semakin lengkap, dapat 
diselesaikan tepat waktu, menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas 
keuangan di masa lalu, jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan 
keuangan, dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun 
berikutnya, serta semakin dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam 
bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna, maka 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah cenderung semakin baik pula, begitu 
sebaliknya (Lewier dan Kurniawan, 2016: 11).  
Mustofa (2012), meyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah 
berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga dapat 
disimpulkan hipotesis sebagai berikut:  
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H3: penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif 
terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
4. Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas  
Apabila laporan keuangan daerah semakin dipublikasikan secara terbuka 
melalui media massa, para pengguna semakin mudah memperoleh informasi 
tentang laporan keuangan daerah, semakin cepat dan mudah masyarakat 
mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website), serta dapat 
dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah, maka 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah cenderung semakin baik pula (Lewier 
dan Kurniawan, 2016: 11).  
Sukhemi (2012), menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan 
berpengaruh secara positif signifikan terhadap  akuntabilitas keuangan daerah. 
Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
H4: aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
3.1.1. Waktu Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah mulai dari 
Bulan November 2016 sampai selesai. Waktu digunakan dalam melakukan 
penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal penelitian sampai selesai 
tersusunnya laporan penelitian. 
3.1.2. Wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo. 
3.2. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam penelitian kuantitatif karena 
tujuan penelitian adalah untuk membuktikan hipotesis, menggunakan instrumen 
penelitian. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel umumnya 
dilakukan secara random, pemgumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 
analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012: 13).  
Pada penelitian ini metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui 
pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Alat ukur 
1 
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penelitian ini berupa kuesioner. Data yang diperoleh berupa jawaban dari RT, 
RW, BPD dan Kepala Dusun Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo terhadap pertanyaan yang diajukan. 
3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1  Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh RT, RW, BPD dan Kepala 
Dusun Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo sebanyak 41 
responden.  
3.3.2 Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 
ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 
peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 
dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi 
(Sugiyono, 2010: 62).  
Menurut Arikunto (2006 : 112), apabila subyek dari populasi penelitian 
kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya 
merupakan penelitian populasi, dan apabila subyek populasi besar atau lebih dari 
100 orang, maka dapat diambil yaitu antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau 
lebih. 
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3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 41 responden karena 
sampel berjumlah kurang dari 100, maka sampel dalam penelitian ini diambil 
semua sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari RT, RW, BPD 
dan Kepala Dusun Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo 
sebanyak 41 responden. 
3.4. Data dan Sumber Data 
3.4.1. Data Primer 
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner 
yang diberikan kepada semua responden secara langsung. Penyebaran kuesioner ini 
dilakukan pada RT, RW, BPD dan Kepala Dusun Desa Wironanggan, Kecamatan 
Gatak, Kabupaten Sukoharjo.  
3.4.2. Data Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian diperoleh melalui studi pustaka dari buku, 
jurnal dan data mengenai profil Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo. 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket), 
dan dokumentasi. 
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3.5.1. Kuesioner (Angket) 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 
Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala Likert, dengan skala 
likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel 
(Sugiyono, 2007: 107). Sehingga dalam penelitian ini menggunakan 5 alternatif 
jawaban “sangat tidak setuju”, “tidak setuju”, “netral”, “setuju” dan “sangat 
setuju”. Skor yang diberikan adalah sebagai berikut: 
Sangat Tidak Setuju  = skor 1 
Tidak Setuju   = skor 2 
Netral     = skor 3 
Setuju    = skor 4 
Sangat Setuju   = skor 5  
Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar 
dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat, maka keabsahan dalam penelitian ini 
sangat di tentukan oleh alat ukur variabel yang akan diteliti. Untuk itu dalam 
penelitian ini akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. 
3.5.2. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 
mengadakan pencatatan atas dokumen yang diperlukan mengenai gambaran 
umum ataupun profil Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo. 
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3.6. Variabel Penelitian 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen 
dan independen. 
3.6.1. Variabel Dependen (Y) 
Variabel ini sering disebut sebagai variabel respon, output, kriteria, 
konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 
karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2005: 3). Adapun variabel dependent 
dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas. 
3.6.2. Variabel Independen (X) 
Adapun variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas. 
3.7. Definisi Operasional Variabel  
Definisi operasional variabel adalah bagian yang mendefinisikan sebuah 
konsep/variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) 
dari sebuah konsep/variabel (Noor, 2012: 97). Definisi masing–masing variabel 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
3.7.1. Transparansi 
Menurut Mardiasmo (2004: 19), transparansi adalah keterbukaan 
(openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan 
kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang 
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membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan 
informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Indikator transparansi adalah 
sebagai berikut: 
1. Pengumuman pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan 
tranparansi; 
2. Sosialisasi program kebijakan kepada masyarakat secara terbuka; 
3. Mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat; 
4. Pengumuman tentang Alokasi Dana Desa bisa didapatkan setiap waktu; 
5. Pengumuman kebijakan Alokasi Dana Desa mudah didapatkan. 
3.7.2. Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik dimana 
proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan 
harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD 
dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui 
anggaran tersebut, akan tetapi masyarakat juga berhak untuk menuntut 
pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut 
(Mardiasmo, 2002: 105). Indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut: 
1. Laporan keuangan digunakan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban 
kepada publik; 
2. Laporan penggunaan anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat 
kepada seluruh masyarakat; 
3. Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan utama dalam 
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penyusunan Alokasi Dana Desa; 
4. Laporan keuangan pemerintah desa merupakan barang rahasia sehingga 
masyarakat tidak perlu tahu; 
5. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara continue.  
3.7.3. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban 
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu 
ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat indikator yang digunakan 
untuk mengukur penyajian laporan keuangan adalah pemenuhan karakteristik 
laporan keuangan (relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami) 
(Wardana, 2016: 40). Indikator penyajian laporan keuangan adalah sebagai 
berikut: 
1. Informasi yang disajikan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan 
menunjukkan pertanggungjawaban. 
2. Informasi yang disajikan berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya 
yang dibutuhkan. 
3. Informasi yang disajikan tepat waktu dan kekeliruan dalam penggunaan dapat 
dicegah 
4. Penyajian laporan keuangan desa disajikan secara lengkap 
5. Laporan keuangan yang dihasilkan telah disajikan secara jujur dan wajar 
6. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari kesalahan yang 
berisifat material 
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7. Laporan keuangan desa disajikan secara konsisten 
8. Penyajian laporan keuangan desa menggunakan istilah yang dapat dipahami 
oleh pengguna informasi. 
3.7.4. Aksesibilitas 
Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan 
akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan 
sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Indikator aksesibilitas adalah sebagai 
berikut (Wardana, 2016: 40): 
1. Laporan keuangan desa dipublikasikan secara terbuka melalui media massa 
2. Diberikan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang laporan 
keuangan desa. 
3. Dapat mengakses laporan keuangan desa melalui internet (website). 
3.8. Teknik Analisis Data 
3.8.1. Analisis Deskriptif  
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum atau generalisasi (Sugiyono, 2004: 142). 
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3.8.2. Uji Instrumen 
1. Uji Validitas 
Validitas merupakan kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa 
yang seharusnya diukur. Validitas instrumen ditentukan dengan mengkorelasikan 
antara skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor 
total (Sanusi, 2013: 77). Apabila r hitung> rtabel dikatakan bahwa item pertanyaan 
tersebut valid dan apabila r hitung < rtabel dikatakan bahwa item pertanyaan tersebut 
tidak valid (Ghozali, 2011: 53).  
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah indeks yang menunujukkan sejauh mana alat 
peengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, sejauh mana hasil 
pengukurannya tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 
terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Sugiyono, 2007: 110). 
Menurut Sekaran (2006: 182), semakin dekat koefisien keandalan dengan 
1,0 semakin baik. Secara umum, keandalan <0,60 dianggap buruk, keandalan 
dalam kisaran 0,70 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. 
3.8.3. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dapat dilakukan agar model regresi yang digunakan 
dapat memberikan hasil yang representatif.  
1. Uji Normalitas  
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data terdistribusi 
normal atau tidak. Jika distribusi normal maka sebaran nilai masing-masing 
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variabel berbentuk sebaran normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan Uji 
Statistic Non-Parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data yang dinyatakan 
berdistribusi normal adalah jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 (Irianto, 
2007: 272).  
2. Uji Multikolinieritas 
Menurut Ghozali (2011: 105), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dilakukan dengan 
cara meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel 
independen dengan menggunakan variance inflation factor (VIF) dan tolerance 
value.  
Apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 
maka tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian. Sebaliknya, apabila nilai 
tolerance kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih besar dari 10 maka terdapat 
multikolinearitas (Ghozali, 2006: 92). 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 
tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001: 77). 
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Gejala heteroskedastisitas diuji dengan metode Glejser dengan cara 
menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila 
masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut 
residual (α=0,05) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas (Sanusi, 2011: 135). 
3.8.4. Uji Ketepatan Model 
1. Uji Kelayakan Model 
Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan uji F. Uji statistik F 
pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011: 98). 
2. Koefisien Determinasi  
Koefisien determinasi (R2) menjelaskan seberapa besar proporsi variasi 
variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel independen (Widarjono, 2013: 
70). Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009:  15).  
3.8.5. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel 
dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Ghozali, 2011: 95). Tujuan 
dari analisis ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan 
antara pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap 
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transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara 
bersama-sama dengan menggunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut 
(Sanusi, 2011: 135) :  
Y1= a + b1X1 + b2X2+ e  
Y2= a + b1X1 + b2X2+ e  
Keterangan :  
Y1  = variabel dependen yaitu transparansi 
Y2  = variabel dependen yaitu akuntabilitas 
X1  = penyajian laporan pertanggungjawaban 
X2  = aksesibilitas  
a  = variabel/bilangan konstan  
b1, b2 = koefisien regresi 
e          = variabel pengganggu 
3.8.6. Uji Hipotesis 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel 
dependen (Ghozali, 2011: 98).  
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1. Profil Desa Wironanggan 
Kelurahan Wironanggan secara administratif adalah termasuk dalam 
wilayah Kecamatan Gatak, Kabupaten sukoharjo. Wilayah Kelurahan 
Wironanggan Kecamatan Gatak ini merupakan daerah pedesaan, sehinggan lahan 
pertanian dan perkebunan sangat luas, kalaupun ada tempat usaha hanya sekedar 
untuk pemanfaatan lahan, Kelurahan Wironaggan, Kecamatan Gatak sebagaimana 
Kelurahan di Pinggiran perkotaan sehingga masyarakatnya mempunyai ciri 
sebagaimana perkotaan, Heterogenitas penduduk cukup tinggi, baik dari segi 
pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. 
Dengan situasi dan kondisi yang demikian itu, maka menempatkan 
Kelurahan Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo merupakan 
daerah pertanian dan perdagangan serta membudayakan peran dan fungsi lahan, 
pelaksanaan hak asasi manusia dan demokrasi bagi seluruh elemen masyarakat, 
utamanya para penyelenggara pemerintahan. 
Kelurahan Wironanggan, Kecamatan Gatak dibagi dengan pembagian 
wilayah sebagai berikut  : 
1. Wironanggan 
2. Kagokan 
3. Klaseman 
4. Krajan 
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5. Trosemi 
6. Luwang 
7. Tempel 
8. Mayang 
9. Sanggung 
10. Sraten 
11. Trangsan 
12. Geneng 
13. Jati 
4.1.2. Luas wilayah Kelurahan Wironanggan 
Luas wilayah Kelurahan Wironanggan mencakup areal seluas 126,0235 
ha/m2. Tata guna lahan meliputi : 
1. Luas Pemukiman                      :  39,2615 ha/m2 
2. Luas Persawahan                     :  31.3415 ha/m2 
3. Luas Perkebunan                      :    0.4375 ha/m2 
4. Luas Kuburan                            :    1.3385 ha/m2 
5. Perkantoran                               :    0.3300 ha/m2 
6. Luas Prasarana Umum lainya  :  3.2785 ha/m2 
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4.1.3. Tugas Pokok Pemerintah 
1. Lurah 
Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan 
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan 
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Tugas Lurah sebagaimana 
dimaksud di atas adalah sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana strategi dan rencana kerja kelurahan. 
b. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan kantor sesuai dengan 
bidang tugas. 
d. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar 
efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
e. Menerapkan standar pelayanan minimal. 
f. Menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan kantor. 
g. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan atau 
perizinan. 
h. Menyusun kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan. 
i. Menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat. 
j. Menyusun kebijakan teknis di bidang pembangunan dan lingkungan hidup. 
k. Menyusun kebijakan teknis di bidang budaya dan agama. 
60 
 
 
 
l. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada warga masyarakat berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
m. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan 
(Musrenbangkel). 
n. Menyelenggarakan fasilitasi penilaian pemberdayaan masyarakat kelurahan. 
o. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan seluruh komponen 
masyarakat sesuai skala prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah 
kelurahan. 
2. Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 
terpadu, pelayanan admministrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, 
evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Tugas Sekretaris 
sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana kerja sekretaris berdasarkan rencana strategis dan rencana 
kerja kelurahan. 
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 
kelurahan. 
c. Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 
d. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan kantor sesuai dengan 
bidang tugas. 
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e. Melakukan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan 
efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
f. Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk menyusun 
rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja kelurahan. 
g. Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan 
rencana kerja kelurahan guna evaluasi dan pelaporan. 
h. Melakukan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pembangunan rencana 
strategis dan rencana kerja kelurahan. 
i. Menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, 
rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan EKPPD Kelurahan. 
j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Rencana 
Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja 
kelurahan. 
3. Seksi Tata Pemerintahan 
Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang tata 
pemerintahan, meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Tugas Kepala 
Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan rencana 
strategis dan rencana kerja kelurahan. 
b. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 
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c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan kelurahan sesuai dengan 
bidang tugas. 
d. Melakukan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan 
efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
e. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. 
f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata 
pemerintahan. 
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
pemberdayaan masyarakat, meliputi pelaksanaan program pembinaan kesehatan, 
keluarga berencana, bantuan, dan pelayanan sosial. Tugas Kepala Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan 
rencana strategis dan rencana kerja kelurahan. 
b. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 
c. Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat. 
d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pembinaan terhadap penderita cacat, tuna 
karya, tuna wisma, dan tuna susila. 
e. Melakukan inventarisasi dan pengelolaan data keluarga miskin, rumah tidak 
layak huni, korban bencana alam dan penyandang masalah kesejahteraan 
lainnya. 
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f. Melakukan fasilitasi pemberian bantuan sosial. 
g. Melakukan fasilitasi pembinaan terhadap usaha-usaha masyarakat di bidang 
kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 
berencana. 
h. Melakukan fasilitasi pembinaan dan pemberian bantuan terhadap 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan (LPMK), Karang Taruna, dan Peningkatan Peranan 
Wanita (P2W). 
i. Memproses rekomendasi nikah, talak, cerai, dan rujuk. 
j. Melakukan fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) 
5. Seksi Budaya dan Agama 
Kepala Seksi Budaya dan Agama mempunyai tugas melakukan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang budaya dan 
agama, meliputi pelaksanaan program pembinaan seni budaya dan agama. Tugas 
Kepala Seksi Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai 
berikut : 
a. Menyusun rencana kerja Seksi Budaya dan Agama berdasarkan rencana 
strategis dan rencana kerja kelurahan. 
b. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 
c. Melakukan pengelolaan data pendidikan masyarakat, organisasi adat dan 
budaya jawa, organisasi kepemudaan, kesenian tradisional dan organisasi 
keagamaan. 
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d. Melakukan fasilitasi pembinaan terhadap generasi muda, kesetaraan gender 
dan pendidikan non formal. 
e. Melakukan fasilitasi pemberian bantuan kepada organisasi kesenian, 
organisasi perempuan, dan organisasi keagamaan. 
f. Melakukan fasilitasi pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional dan 
agama. 
g. Melakukan fasilitasi program praktek kerja lapangan (PKL) mahasiswa/I dan 
siswa/i. 
h. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga. 
i. Melakukan fasilitasi pengiriman kelompok kesenian. 
j. Melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi di bidang budaya dan agama. 
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Hasil Analisis Deskriptif 
Deskripsi responden penelitian meliputi: umur, jenis kelamin, pendidikan 
terakhir, dan jabatan. Hasil uji deskripsi responden penelitian adalah sebagai 
berikut: 
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 
Tabel 4.1 
Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 
 
No Umur 
Deskripsi Frekuensi Responden 
Frekuensi Persentase (%) 
1 30-40 tahun 13 31,7 
2 41-50 tahun 17 41,5 
3 > 50 tahun 11 26,8 
 Total 41 100% 
Sumber: data diolah, 2017. 
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa responden yang 
umurnya 30-40 tahun yaitu sebanyak 13 orang atau 31,7%, 41-50 tahun yaitu 
sebanyak 17 orang atau 41,5%, dan responden yang umurnya > 50 tahun yaitu 
sebanyak 11 orang atau 26,8%. Responden terbanyak adalah responden yang 
berumur 41-50 tahun yaitu sebanyak 17 orang atau 41,5%. 
2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tabel 4.2 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
No Jenis Kelamin 
Deskripsi Frekuensi Responden 
Frekuensi Persentase (%) 
1 Pria 41 100 
2 Wanita 0 0 
 Total 41 100% 
Sumber: data diolah, 2017. 
Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa responden yang dijadikan responden 
penelitian pria yaitu sebanyak 41 orang atau 100% dan perempuan yaitu sebanyak 
0 orang atau 0%. Mayoritas responden seluruhnya adalah pria yaitu sebanyak  41 
orang atau 100%. 
3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Tabel 4.3 
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
 
No Pendidikan Terakhir 
Deskripsi Frekuensi Responden 
Frekuensi Persentase (%) 
1 SMA 20 48,8 
2 S1 19 46,3 
3 S2 2 4,9 
 Total 41 100% 
Sumber: data diolah, 2017. 
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa responden yang 
dijadikan responden penelitian yang pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 20 
orang atau 48,8%, S1 yaitu sebanyak 19 orang atau 46,3%, S2 yaitu sebanyak 2 
orang atau 4,9%. Responden terbanyak adalah yang pendidikan terakhirnya SMA 
yaitu sebanyak 20 orang atau 48,8%. 
4. Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan 
Tabel 4.4 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan 
 
No Jabatan 
Deskripsi Frekuensi Responden 
Frekuensi Persentase (%) 
1 Kepala Dusun 2 4,9 
2 BPD 11 26,8 
3 RW 6 14,6 
4 RT 22 53,7 
 Total 41 100% 
Sumber: data diolah, 2017. 
Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa responden yang 
dijadikan responden penelitian jabatan kepala dusun sebanyak 2 orang atau 4,9%, 
BPD  sebanyak 11 orang atau  26,8%, RW sebanyak 6 orang atau 14,6%, dan RT 
sebanyak 22 orang atau 53,7%. 
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4.2.2. Uji Instrumen 
1. Uji Validitas 
Validitas merupakan kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa 
yang seharusnya diukur. Validitas instrumen ditentukan dengan mengkorelasikan 
antara skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor 
total (Sanusi, 2013: 77). Hasil uji validitas dengan bantuan komputer program 
SPSS versi 16.00 diperoleh hasil sebagai berikut :  
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Pertanggungjawaban 
 
No Butir Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
1 PLP1 0,544 0,308 Valid 
2 PLP2 0,548 0,308 Valid 
3 PLP3 0,524 0,308 Valid 
4 PLP4 0,565 0,308 Valid 
5 PLP5 0,702 0,308 Valid 
6 PLP6 0,676 0,308 Valid 
7 PLP7 0,642 0,308 Valid 
8 PLP8 0,622 0,308 Valid 
Sumber: data diolah, 2017. 
Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel 
penyajian laporan pertanggungjawaban dinyatakan valid, hal ini dibuktikan 
dengan diperolehnya nilai koefisien korelasi (rhitung) > 0,308. Nilai 0,308 diperoleh 
dari nilai rtabel dengan N = 41. Sehingga keseluruhan skor indikator-indikator 
variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dapat memberikan representasi 
yang baik dan dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur variabel yang 
ditetapkan dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Aksesibilitas 
 
No Butir Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
1 A1 0,849 0,308 Valid 
2 A2 0,940 0,308 Valid 
3 A3 0,911 0,308 Valid 
Sumber: data diolah, 2017. 
Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel 
aksesibilitas dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai 
koefisien korelasi (rhitung) > 0,308. Nilai 0,308 diperoleh dari nilai rtabel dengan N = 
41. Sehingga keseluruhan skor indikator-indikator variabel aksesibilitas dapat 
memberikan representasi yang baik dan dapat digunakan sebagai instrument 
dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Transparansi 
 
No Butir Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
1 T1 0,736 0,308 Valid 
2 T2 0,642 0,308 Valid 
3 T3 0,686 0,308 Valid 
4 T4 0,743 0,308 Valid 
5 T5 0,522 0,308 Valid 
Sumber: data diolah, 2017. 
Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel 
transparansi dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai 
koefisien korelasi (rhitung) > 0,308. Nilai 0,308 diperoleh dari nilai rtabel dengan N = 
41. Sehingga keseluruhan skor indikator-indikator variabel transparansi dapat 
memberikan representasi yang baik dan dapat digunakan sebagai instrument 
dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas 
 
No Butir Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
1 AK1 0,772 0,308 Valid 
2 AK2 0,498 0,308 Valid 
3 AK3 0,706 0,308 Valid 
4 AK4 0,652 0,308 Valid 
5 AK5 0,647 0,308 Valid 
Sumber: data diolah, 2017. 
Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel 
akuntabilitas dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai 
koefisien korelasi (rhitung) > 0,308. Nilai 0,308 diperoleh dari nilai rtabel dengan N = 
41. Sehingga keseluruhan skor indikator-indikator variabel akuntabilitas dapat 
memberikan representasi yang baik dan dapat digunakan sebagai instrument 
dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah indeks yang menunujukkan sejauh mana alat 
peengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, sejauh mana hasil 
pengukurannya tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 
terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Sugiyono, 2007: 110). 
Menurut Sekaran (2006: 182), semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 
semakin baik. Secara umum, keandalan <0,60 dianggap buruk, keandalan dalam 
kisaran 0,70 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik.  
Hasil uji reliabilitas terhadap kuesioner pada masing-masing variabel 
penelitian dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 16.00 
adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
 
No Variabel 
Cronbach’s 
Alpha 
Keterangan 
1 Penyajian laporan pertanggungjawaban 0,733 Diterima 
2 Aksesibilitas 0,884 Diterima 
3 Transparansi 0,646 Diterima 
4 Akuntabilitas 0,610 Diterima 
Sumber: data diolah, 2017 
 
Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat ditunjukkan bahwa semua nilai 
variabel penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, transparansi dan 
akuntabilitas lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dinyatakan reliabel. Artinya 
semua nilai variabel penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, 
transparansi dan akuntabilitas dapat dipercaya dan dapat diandalkan sehingga 
walaupun digunakan berkali-kali akan tetap memberikan hasil yang sama. 
4.3.1. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data terdistribusi 
normal atau tidak. Jika distribusi normal maka sebaran nilai masing-masing 
variabel berbentuk sebaran normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan Uji 
Statistic Non-Parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data yang dinyatakan 
berdistribusi normal adalah jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 (Irianto, 
2007: 272). Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Normalitas 
Persamaan 1 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized Residual 
N 41 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 2.45396160 
Most Extreme Differences Absolute .098 
Positive .098 
Negative -.051 
Kolmogorov-Smirnov Z .629 
Asymp. Sig. (2-tailed) .824 
a. Test distribution is Normal.  
 
 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Normalitas 
Persamaan 2 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized Residual 
N 41 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 2.19953945 
Most Extreme Differences Absolute .127 
Positive .127 
Negative -.079 
Kolmogorov-Smirnov Z .810 
Asymp. Sig. (2-tailed) .527 
a. Test distribution is Normal.  
 
Hasil nilai Asym. Sig pada persamaan 1 dan 2 diperoleh sebesar 0,824 dan 
0,527, hasil ini bila dibandingkan dengan probabilitas 0,05 maka lebih besar, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. 
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2. Uji Multikolinearitas 
Menurut Ghozali (2011: 105), uji multikolinieritas bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dilakukan dengan 
cara meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel 
independen dengan menggunakan variance inflation factor (VIF) dan tolerance 
value. Hasil perhitungan data diperoleh nilai TOL dan VIF sebagai berikut : 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Variabel TOL VIF Keterangan 
Dependen: 
Transparansi 
  
 
Penyajian laporan 
pertanggungjawaban 
0,996 1,004 
Tidak terjadi gejala multikolinearitas 
Aksesibilitas 0,996 1,004 Tidak terjadi gejala multikolinearitas 
Dependen: 
Akuntabilitas 
  
 
Penyajian laporan 
pertanggungjawaban 
0,996 1,004 
Tidak terjadi gejala multikolinearitas 
Aksesibilitas 0,996 1,004 Tidak terjadi gejala multikolinearitas 
Sumber: data diolah, 2017. 
Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa semua nilai TOL variabel 
penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas > 0,10 dan semua nilai 
VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi gejala 
multikolinearitas yaitu korelasi antar variabel bebas. 
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3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 
tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001: 77). Uji heteroskedastisitas 
dilakukan dengan melihat nilai signifikansi setelah diadakan regresi dengan 
absolut residual pada variabel dependen sebagai berikut : 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Variabel Sig Keterangan 
Dependen: Transparansi   
Penyajian laporan 
pertanggungjawaban 
0,081 
Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Aksesibilitas 0,786 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Dependen: Akuntabilitas   
Penyajian laporan 
pertanggungjawaban 
0,376 
Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Aksesibilitas 0,928 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Sumber: data diolah, 2017. 
Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa semua nilai signifikansi variabel 
penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas lebih besar dari 0,05, 
sehingga variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas tidak 
terjadi gejala heteroskedastisitas. 
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4.3.2. Uji Ketepatan Model  
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011: 98). 
Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Variabel Dependen Transparansi 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 246.879 2 123.439 19.473 .000a 
Residual 240.877 38 6.339   
Total 487.756 40    
a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas, Penyajian_Laporan_Pertanggungjawaban 
b. Dependent Variable: Transparansi    
 
Hasil uji F dengan variabel dependen transparansi dapat dilihat dari nilai 
Fhitung pada tabel ANOVA yaitu diperoleh Fhitung sebesar 19,473 dan sig. 0,000. 
Hasil ini lebih besar jika dibandingkan dengan Ftabel (pada df 2; 38 diperoleh nilai 
Ftabel = 3,32). 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Variabel Dependen Akuntabilitas 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 218.530 2 109.265 21.456 .000a 
Residual 193.519 38 5.093   
Total 412.049 40    
a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas, Penyajian_Laporan_Pertanggungjawaban 
b. Dependent Variable: Akuntabilitas    
75 
 
 
 
Hasil uji F dengan variabel dependen akuntabilitas dapat dilihat dari nilai 
Fhitung pada tabel ANOVA yaitu diperoleh Fhitung sebesar 21,456 dan sig. 0,000. 
Hasil ini lebih besar jika dibandingkan dengan Ftabel (pada df 2; 38 diperoleh nilai 
Ftabel = 3,32). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas 
secara serempak atau simultan terhadap transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) menjelaskan seberapa besar proporsi variasi 
variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel independen (Widarjono, 2013: 
70). Hasil uji Koefisien determinasi (R2) adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Koefisien determinasi (R2) 
Variabel Dependen Transparansi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .711a .506 .480 2.518 
a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas, Penyajian_Laporan_Pertanggungjawaban 
b. Dependent Variable: Transparansi  
 
Hasil perhitungan untuk nilai R Square (R2) dengan variabel dependen 
transparansi, diperoleh angka koefisien determinasi R2 = 0,506 atau 50,6%. Hal 
ini berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel 
penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas dalam menjelaskan 
variabel dependen yaitu transparansi sebesar 50,6%, sisanya (100%-50,6% = 
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49,4%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Koefisien determinasi (R2) 
Variabel Dependen Akuntabilitas 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .728a .530 .506 2.257 
a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas, Penyajian_Laporan_Pertanggungjawaban 
b. Dependent Variable: Akuntabilitas  
 
Hasil perhitungan untuk nilai R Square (R2) dengan variabel dependen 
akuntabilitas, diperoleh angka koefisien determinasi R2 = 0,530 atau 53,0%. Hal 
ini berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel 
penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas dalam menjelaskan 
variabel dependen yaitu akuntabilitas sebesar 53,0%, sisanya (100%-53,0% = 
47,0%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
3.8.7. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel 
dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Ghozali, 2011: 95). Tujuan 
dari analisis ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan 
antara pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara 
bersama-sama dengan menggunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut : 
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Tabel 4.18 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Variabel Dependen Transparansi 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.078 3.028  .356 .724 
Penyajian_Laporan_Pertanggungjawaban .460 .092 .569 4.985 .000 
Aksesibilitas .525 .129 .464 4.061 .000 
a. Dependent Variable: Transparansi     
Sumber: data diolah, 2017. 
Berdasarkan tabel 4.18 di atas persamaan regresi linear berganda dapat 
disusun sebagai berikut :  
Y = 1,078 + 0,460 penyajian laporan pertanggungjawaban + 0,525 
aksesibilitas + e 
Berdasarkan persamaan regresi linear berganda dapat diinterpretasikan 
sebagai berikut : 
1. Konstanta bernilai positif sebesar 1,078, hal ini menunjukkan bahwa apabila 
variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas jika dianggap 
konstan (0), maka nilai transparansi sebesar 1,078. 
2. Koefisien regresi variabel penyajian laporan pertanggungjawaban (b1) bernilai 
positif sebesar 0,460. Hal ini berarti bahwa jika penyajian laporan 
pertanggungjawaban ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel 
aksesibilitas dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai transparansi 
sebesar 0,460. 
 
78 
 
 
 
3. Koefisien regresi variabel aksesibilitas (b2) bernilai positif sebesar 0,525. Hal 
ini berarti bahwa jika aksesibilitas ditingkatkan satu satuan dengan catatan 
variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dianggap konstan, maka akan 
meningkatkan nilai transparansi sebesar 0,525. 
Tabel 4.19 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Variabel Dependen Akuntabilitas 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.435 2.714  .897 .375 
Penyajian_Laporan_Pertanggungjawaban .403 .083 .542 4.866 .000 
Aksesibilitas .543 .116 .522 4.683 .000 
a. Dependent Variable: Akuntabilitas     
Sumber: data diolah, 2017. 
Berdasarkan tabel 4.19 di atas persamaan regresi linear berganda dapat 
disusun sebagai berikut :  
Y = 2,435 + 0,403 penyajian laporan pertanggungjawaban + 0,543 
aksesibilitas + e 
Berdasarkan persamaan regresi linear berganda dapat diinterpretasikan 
sebagai berikut : 
1. Konstanta bernilai positif sebesar 2,435, hal ini menunjukkan bahwa apabila 
variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas jika 
dianggap konstan (0), maka nilai akuntabilitas sebesar 2,435. 
2. Koefisien regresi variabel penyajian laporan pertanggungjawaban (b1) bernilai 
positif sebesar 0,403. Hal ini berarti bahwa jika penyajian laporan 
pertanggungjawaban ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel 
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aksesibilitas dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas 
sebesar 0,403. 
3. Koefisien regresi variabel aksesibilitas (b2) bernilai positif sebesar 0,543. Hal 
ini berarti bahwa jika aksesibilitas ditingkatkan satu satuan dengan catatan 
variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dianggap konstan, maka akan 
meningkatkan nilai akuntabilitas sebesar 0,543. 
4.3.3. Uji Signifikansi (Uji t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel 
dependen (Ghozali, 2011: 98). Hasil uji t dapat dilihat sebagai berikut : 
Tabel 4.20 
Hasil Uji t 
 
Variabel  thitung Sig. Kesimpulan 
Dependen: Transparansi 
Penyajian laporan 
pertanggungjawaban 
4,985 0,000 
Penyajian laporan 
pertanggungjawaban berpengaruh 
signifikan positif terhadap 
transparansi pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo 
Aksesibilitas 
4,061 0,000 
Aksesibilitas berpengaruh signifikan 
positif terhadap transparansi 
pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) di Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo 
Dependen: Akuntabilitas 
Penyajian laporan 
pertanggungjawaban 
4,866 0,000 
Penyajian laporan 
pertanggungjawaban berpengaruh 
signifikan positif terhadap 
akuntabilitas pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
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Kabupaten Sukoharjo 
Aksesibilitas 
4,683 0,000 
Aksesibilitas berpengaruh signifikan 
positif terhadap akuntabilitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) di Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo 
Sumber: data diolah, 2017. 
Berdasarkan tabel 4.20 di atas diketahui bahwa pada variabel penyajian 
laporan pertanggungjawaban diperoleh nilai thitung= 4,985 dan probabilitas sebesar 
0,000, jika dibandingkan dengan ttabel (2,024) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal 
ini menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya penyajian laporan 
pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif terhadap transparansi 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo. 
Variabel aksesibilitas diperoleh nilai thitung= 4,061 dan probabilitas sebesar 
0,000, jika dibandingkan dengan ttabel (2,024) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal 
ini menunjukkan bahwa H2 diterima, artinya aksesibilitas berpengaruh signifikan 
positif terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
Variabel penyajian laporan pertanggungjawaban diperoleh nilai thitung= 
4,866 dan probabilitas sebesar 0,000, jika dibandingkan dengan ttabel (2,024) maka 
thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya 
penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif terhadap 
akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
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Variabel aksesibilitas diperoleh nilai thitung= 4,683 dan probabilitas sebesar 
0,000, jika dibandingkan dengan ttabel (2,024) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal 
ini menunjukkan bahwa H4 diterima, artinya aksesibilitas berpengaruh signifikan 
positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
1. Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif 
terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo 
 
Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif 
terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dinyatakan 
berdasarkan hasil uji t penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap 
transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dengan nilai 4,985 di mana nilai 
signifikansinya 0,000 < 0,05.  
Penyajian laporan pertanggungjawaban yang terbuka kepada publik akan 
menjadi alat ukur kinerja manajemen di pemerintah Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Semakin baik penyajian laporan 
pertanggungjawaban serta semakin sesuai dengan PP maka akan meningkatkan 
transparansi laporan keuangan karena akan memberikan informasi yang 
dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi alat ukur kinerja pemerintah Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
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Apabila penyajian laporan pertanggungjawaban semakin baik maka 
transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo semakin meningkat. Penelitian ini 
mendukung penelitian yang telah dilakukan Aliyah dan Nahar (2012), 
menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh secara signifikan 
dan positif terhadap transparansi. 
2. Aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap transparansi pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo.  
 
Aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap transparansi 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t aksesibilitas 
terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dengan nilai 4,061 di 
mana nilai signifikansinya 0,000 < 0,05.  
Apalah artinya menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan 
kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk 
menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan 
maksimal. Semakin baik tingkat aksesibilitas yang diberikan oleh Pemerintah 
Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo maka semakin baik 
pula tingkat transparansi laporan keuangan Pemerintah Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
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Apabila aksesibilitas semakin baik maka transparansi pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo semakin meningkat. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah 
dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012), menyatakan bahwa aksesibilitas 
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap transparansi. 
3. Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif 
terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.  
 
Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif 
terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dinyatakan 
berdasarkan hasil uji t penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap 
akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dengan nilai 4,866 di mana nilai 
signifikansinya 0,000 < 0,05.  
Apabila penyajian laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo semakin lengkap, dapat 
diselesaikan tepat waktu, menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas 
keuangan di masa lalu, serta semakin dapat dipahami oleh pengguna karena 
dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan 
pengguna, maka akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo semakin baik pula. 
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Apabila penyajian laporan pertanggungjawaban semakin baik maka 
akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo semakin meningkat. Penelitian ini 
mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Mustofa (2012), meyatakan 
bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan secara positif terhadap 
akuntabilitas. 
4. Aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan 
Gatak, Kabupaten Sukoharjo.  
 
Aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t aksesibilitas 
terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dengan nilai 4,683 di 
mana nilai signifikansinya 0,000 < 0,05.  
Apabila pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo semakin dipublikasikan secara terbuka 
melalui media massa, para pengguna semakin mudah memperoleh informasi 
tentang laporan keuangan daerah, semakin cepat dan mudah masyarakat 
mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website), serta dapat 
dipahami dan dimengerti, maka akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo semakin 
baik pula.  
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Apabila aksesibilitas meningkat maka akuntabilitas pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo meningkat. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan 
oleh Sukhemi (2012), menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh secara positif 
signifikan terhadap akuntabilitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
 
 
BAB V 
 PENUTUP  
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan 
pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif 
terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.  
2. Aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap transparansi pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo.  
3. Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif 
terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.  
4. Aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan 
Gatak, Kabupaten Sukoharjo.  
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian ini hanya meneliti 41 responden. 
2. Penelitian ini dilakukan melalui kuisioner tertutup sehingga kurang tajam 
dalam menggali harapan dan apa yang diinginkan sebenarnya oleh responden. 
Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan 
melalui penggunaan instrumen secara tertulis tersebut. 
3. Penelitian ini hanya menggunakan RT, RW, BPD dan Kepala Dusun Desa 
bukan masyarakat sebagai penerima hasil. 
5.3. Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang penulis ajukan kepada 
pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Pemerintah Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo harus 
memperhatikan penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas untuk 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.  
2. Penyajian laporan pertanggungjawaban perlu mendapatkan perhatian yang 
lebih karena variabel ini memiliki nilai yang paling besar dalam mempengaruhi 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
3. Penelitian ke depan diharapkan dapat melakukan penambahan jumlah variabel 
penelitian, meneliti pada variabel penelitian yang berbeda, dan subjek yang 
lain. 
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Lampiran 1 Jadwal Penelitian 
 
 
No 
Bulan November Desember Januari Februari Maret 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
x x x                  
2 Konsultasi   x x   x   x  x   x x   x x 
3 Revisi Proposal                     
4 Pengumpulan Data                     
5 Analisis Data                     
6 
Penulisan  Akhir 
Naskah Skripsi 
                    
7 Munaqasah                     
8 Revisi Skripsi                     
  April Mei Juni Juli Agustus 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
                    
2 Konsultasi   x x x      x x         
3 Revisi Proposal                     
4 Pengumpulan Data         x x x          
5 Analisis Data           x x         
6 
Penulisan  Akhir 
Naskah Skripsi 
            x        
7 Munaqasah              x       
8 Revisi Skripsi               x x x    
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Lampiran 2 Kuesioner 
 
PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
AKSESIBILITAS TERHADAP TRANSPARANSI DAN  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA (ADD) DI DESA WIRONANGGAN,  
KECAMATAN GATAK, KABUPATEN  
SUKOHARJO 
 
ميح رلا نمحرلا للها مسب 
تاكربو للها ةمحرو مكيلع م لاسلا 
 
Kepada   
Yth. RT, RW, BPD dan Kepala Dusun 
di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo 
 
Dengan Hormat,  
 
Saya Ema Tietien Chrystiana, mahasiswi IAIN Surakarta, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah, akan mengadakan 
penelitian tugas akhir di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban 
dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo”. Saya mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu/sdr/sdri 
dalam memberikan jawaban, sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/sdr/sdri tanpa 
dipengaruhi oleh orang lain. Saya akan menjamin kerahasiaan identitas dan 
jawaban Bapak/Ibu/sdr/sdri.  
Demikian surat permohonan ini saya buat, atas partisipasi 
Bapak/Ibu/sdr/sdri saya ucapkan terima kasih. 
 
 
Surakarta, Juni 2017 
Hormat Saya, 
 
 
 
(Ema Tietien Chrystiana) 
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IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   : ..................(boleh tidak diisi) 
Umur   : 
Jenis Kelamin  : 
Pendidikan Terakhir : 
Jabatan  :  
 
PETUNJUK PENGISIAN 
a. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan sebenar-benarnya. 
b. Bacalah pertanyaan terlebih dahulu dengan cermat dan seksama sebelum anda 
menjawab. 
c. Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan memberi 
tanda ( √ ) pada salah satu jawaban. 
Berilah tanda ( √ ) pada kolom yang paling sesuai dengan pilihan Anda. 
Setiap responden diharapkan memilih hanya 1 jawaban. 
Keterangan skor penilaian: 
5 = Sangat Setuju (SS) 
4 = Setuju (S) 
3 = Netral (N) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
 
Variabel Penyajian Laporan Pertanggungjawaban (X1) 
 
 
No 
 
Penyajian Laporan Pertanggungjawaban (X1) 
Nilai 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
1 Saya memanfaatkan penyajian laporan 
pertanggungjawaban mengenai dana desa untuk 
mengambil keputusan 
     
2 Saya menggunakan informasi mengenai dana desa 
yang disajikan untuk memprediksi besarnya sumber 
daya yang dibutuhkan 
     
3 Saya merasa bahwa informasi mengenai dana desa 
yang disajikan tepat waktu sehingga kekeliruan dalam 
penggunaan dapat dicegah 
     
4 Saya mendapatkan informasi bahwa penyajian laporan 
keuangan mengenai dana desa disajikan secara 
lengkap 
     
5 Saya mendapatkan informasi bahwa laporan keuangan 
mengenai dana desa yang dihasilkan telah disajikan 
secara jujur dan wajar 
     
6 Saya mendapatkan informasi mengenai dana desa yang 
bebas dari kesalahan yang bersifat material 
     
7 Saya mendapatkan informasi bahwa laporan keuangan 
mengenai dana desa disajikan secara konsisten 
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8 Saya dapat memahami istilah yang digunakan dalam 
penyajian laporan keuangan mengenai dana desa  
     
 
Variabel Aksesibilitas (X2) 
 
 
No 
 
Aksesibilitas (X2) 
Nilai 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
1 Saya dapat melihat laporan keuangan mengenai dana 
desa yang dipublikasikan secara terbuka melalui media 
massa 
     
2 Saya diberikan kemudahan dalam memperoleh 
informasi tentang laporan keuangan desa 
     
3 Saya dapat mengakses laporan keuangan desa melalui 
internet (website) 
     
 
Variabel Transparansi (Y1) 
 
 
No 
 
Transparansi (Y1) 
Nilai 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
1 Menurut saya, Pengumuman pengelolaan keuangan 
ADD di Desa Wironanggan dapat meningkatkan 
tranparansi 
     
2 Menurut saya, pemerintahan Desa Wironanggan harus 
melakukan sosialisasi program kebijakan mengenai 
dana desa kepada masyarakat secara terbuka 
     
3 Menurut saya, transparansi ADD dapat 
mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara 
rakyat 
     
4 Pengumuman tentang ADD bisa saya dapatkan setiap 
waktu 
     
5 Pengumuman kebijakan ADD mudah saya dapatkan      
 
Variabel Akuntabilitas (Y2) 
 
 
No 
 
Akuntabilitas (Y2) 
Nilai 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
1 Laporan keuangan mengenai dana desa digunakan 
sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada 
publik 
     
2 Saya dapat melihat penyajian laporan penggunaan 
anggaran Desa Wironanggan secara terbuka, cepat, 
dan tepat  
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3 Kepentingan publik dan golongan menjadi 
pertimbangan utama dalam penyusunan ADD Desa 
Wironanggan 
     
4 Saya tidak perlu tahu mengenai laporan keuangan 
pemerintah Desa Wironanggan karena merupakan 
barang rahasia  
     
5 Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Desa 
Wironanggan diawasi secara continue 
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Lampiran 3 Deskripsi Responden 
 
 
 
Umur 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 30-40 tahun 13 31.7 31.7 31.7 
41-50 tahun 17 41.5 41.5 73.2 
> 50 tahun 11 26.8 26.8 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
 
Jenis_Kelamin 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid pria 41 100.0 100.0 100.0 
 
 
 
 
Pendidikan_Terakhir 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA 20 48.8 48.8 48.8 
S1 19 46.3 46.3 95.1 
S2 2 4.9 4.9 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
 
Jabatan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kepala Dusun 2 4.9 4.9 4.9 
BPD 11 26.8 26.8 31.7 
RW 6 14.6 14.6 46.3 
RT 22 53.7 53.7 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
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Lampiran 4 Data Penelitian 
 
Responden PLP1 PLP2 PLP3 PLP4 PLP5 PLP6 PLP7 PLP8 Penyajian_Laporan_Pertanggungjawaban 
1 5 2 1 2 5 5 5 5 30 
2 1 2 2 1 5 5 5 3 24 
3 5 3 2 4 5 4 4 4 31 
4 5 3 3 3 3 4 3 3 27 
5 5 3 3 1 5 5 5 5 32 
6 5 4 3 2 4 4 4 4 30 
7 4 2 3 3 4 4 4 4 28 
8 5 3 3 3 4 4 5 4 31 
9 4 1 1 1 4 5 5 5 26 
10 4 3 3 3 3 4 3 3 26 
11 4 1 1 1 3 3 4 4 21 
12 4 3 3 3 4 4 4 4 29 
13 1 1 1 1 4 4 4 5 21 
14 1 3 3 1 3 3 3 3 20 
15 5 3 3 3 4 4 4 4 30 
16 5 3 3 4 5 5 5 5 35 
17 5 2 2 3 5 5 5 5 32 
18 5 4 3 3 5 5 5 5 35 
19 5 4 3 4 4 4 4 4 32 
20 4 1 1 5 4 5 4 3 27 
21 4 3 3 3 5 5 5 5 33 
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22 4 3 4 3 5 5 4 4 32 
23 5 2 3 4 5 5 5 5 34 
24 4 2 2 2 5 5 5 5 30 
25 4 1 1 1 4 3 3 3 20 
26 4 3 3 4 5 5 4 4 32 
27 5 3 3 3 2 2 2 3 23 
28 4 3 2 3 5 4 4 5 30 
29 4 3 3 4 4 4 4 4 30 
30 4 2 1 2 5 5 5 3 27 
31 4 3 2 3 4 4 4 3 27 
32 4 3 3 3 5 5 5 5 33 
33 4 1 1 1 3 4 4 4 22 
34 5 3 3 3 5 4 5 4 32 
35 4 3 3 3 4 5 5 5 32 
36 5 2 1 2 5 5 5 3 28 
37 4 2 2 3 5 5 5 5 31 
38 4 2 2 2 3 3 3 3 22 
39 1 3 3 5 4 3 3 3 25 
40 4 3 3 5 5 5 5 5 35 
41 4 2 3 2 5 5 5 5 31 
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A1 A2 A3 Aksesibilitas T1 T2 T3 T4 T5 Transparansi AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 Akuntabilitas 
4 4 4 12 5 5 5 5 3 23 5 4 5 5 5 24 
3 3 2 8 3 3 4 2 3 15 2 3 3 2 3 13 
4 3 4 11 4 5 4 3 4 20 5 5 5 5 5 25 
1 1 1 3 4 5 4 2 2 17 2 2 4 4 5 17 
4 3 4 11 5 5 5 5 4 24 4 4 5 5 5 23 
5 5 5 15 4 4 5 5 5 23 5 5 4 4 4 22 
4 4 4 12 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 
1 1 1 3 4 4 5 2 2 17 1 1 4 5 4 15 
1 1 1 3 5 5 5 2 2 19 1 1 5 5 5 17 
3 3 2 8 3 4 3 2 1 13 2 3 3 3 4 15 
4 3 3 10 4 1 1 4 4 14 4 4 4 3 3 18 
4 4 4 12 5 4 5 4 4 22 4 4 5 5 4 22 
5 5 3 13 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 
4 3 2 9 1 3 3 2 2 11 2 2 3 3 3 13 
5 4 4 13 4 4 4 5 5 22 5 4 4 4 4 21 
2 3 3 8 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
4 4 4 12 5 5 5 5 5 25 4 4 5 5 5 23 
3 4 4 11 5 4 5 5 5 24 4 4 5 5 4 22 
3 4 4 11 4 3 4 3 4 18 3 4 4 4 3 18 
4 5 5 14 3 4 3 4 5 19 4 5 3 3 4 19 
2 2 2 6 5 5 5 2 1 18 2 1 5 5 5 18 
3 3 2 8 4 4 4 2 5 19 2 5 4 4 4 19 
2 1 2 5 5 5 5 2 1 18 2 1 5 5 5 18 
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4 3 4 11 5 5 5 2 5 22 2 5 5 5 5 22 
4 2 2 8 3 3 4 3 4 17 2 4 3 4 3 16 
5 4 3 12 4 4 5 3 3 19 3 3 4 5 4 19 
3 4 4 11 4 5 5 5 4 23 5 4 4 5 5 23 
4 5 4 13 4 4 4 4 5 21 4 5 4 4 4 21 
3 3 3 9 4 4 4 3 3 18 3 3 4 4 4 18 
4 3 3 10 3 3 3 2 5 16 2 5 3 3 3 16 
4 4 3 11 4 4 4 2 4 18 2 4 4 4 4 18 
4 2 2 8 5 5 5 5 1 21 5 1 5 5 5 21 
4 3 3 10 4 3 4 3 2 16 3 2 4 4 3 16 
3 3 2 8 5 4 5 2 3 19 2 3 5 5 4 19 
2 1 1 4 4 4 4 2 1 15 2 1 4 4 4 15 
5 5 5 15 3 3 3 4 5 18 4 5 3 3 3 18 
3 3 4 10 5 5 5 3 4 22 3 4 5 5 5 22 
4 3 4 11 4 5 5 3 1 18 3 1 4 5 5 18 
4 2 2 8 3 3 3 2 4 15 2 4 3 3 3 15 
2 4 4 10 5 5 5 4 4 23 4 4 5 5 5 23 
4 4 4 12 5 5 5 4 4 23 4 4 5 5 5 23 
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Lampiran 5 Hasil Uji Validitas  
 
 
Variabel Penyajian Laporan Pertanggungjawaban 
 
Correlations 
  
PLP1 PLP2 PLP3 PLP4 PLP5 PLP6 PLP7 PLP8 
Penyajian_Laporan_Per
tanggungjawaban 
PLP1 Pearson Correlation 1 .250 .124 .225 .140 .198 .225 .233 .544** 
Sig. (2-tailed)  .115 .439 .157 .384 .214 .157 .143 .000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
PLP2 Pearson Correlation .250 1 .787** .451** .104 -.025 -.060 .034 .548** 
Sig. (2-tailed) .115  .000 .003 .516 .877 .708 .833 .000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
PLP3 Pearson Correlation .124 .787** 1 .456** .047 -.003 -.082 .120 .524** 
Sig. (2-tailed) .439 .000  .003 .771 .987 .609 .455 .000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
PLP4 Pearson Correlation .225 .451** .456** 1 .191 .122 -.028 .028 .565** 
Sig. (2-tailed) .157 .003 .003  .232 .446 .862 .863 .000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
PLP5 Pearson Correlation .140 .104 .047 .191 1 .787** .791** .548** .702** 
Sig. (2-tailed) .384 .516 .771 .232  .000 .000 .000 .000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
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PLP6 Pearson Correlation .198 -.025 -.003 .122 .787** 1 .845** .562** .676** 
Sig. (2-tailed) .214 .877 .987 .446 .000  .000 .000 .000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
PLP7 Pearson Correlation .225 -.060 -.082 -.028 .791** .845** 1 .668** .642** 
Sig. (2-tailed) .157 .708 .609 .862 .000 .000  .000 .000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
PLP8 Pearson Correlation .233 .034 .120 .028 .548** .562** .668** 1 .622** 
Sig. (2-tailed) .143 .833 .455 .863 .000 .000 .000  .000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Penyajian_ 
Laporan_ 
Pertanggungjawaban 
Pearson Correlation .544** .548** .524** .565** .702** .676** .642** .622** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         
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Variabel Aksesibilitas 
 
Correlations 
  A1 A2 A3 Aksesibilitas 
A1 Pearson Correlation 1 .694** .615** .849** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 41 41 41 41 
A2 Pearson Correlation .694** 1 .837** .940** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 41 41 41 41 
A3 Pearson Correlation .615** .837** 1 .911** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 41 41 41 41 
Aksesibilitas Pearson Correlation .849** .940** .911** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 41 41 41 41 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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Variabel Transparansi 
 
Correlations 
  T1 T2 T3 T4 T5 Transparansi 
T1 Pearson 
Correlation 
1 .627** .700** .353* .041 .736** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .024 .797 .000 
N 41 41 41 41 41 41 
T2 Pearson 
Correlation 
.627** 1 .800** .206 -.134 .642** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .196 .402 .000 
N 41 41 41 41 41 41 
T3 Pearson 
Correlation 
.700** .800** 1 .233 -.095 .686** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .142 .554 .000 
N 41 41 41 41 41 41 
T4 Pearson 
Correlation 
.353* .206 .233 1 .475** .743** 
Sig. (2-tailed) .024 .196 .142  .002 .000 
N 41 41 41 41 41 41 
T5 Pearson 
Correlation 
.041 -.134 -.095 .475** 1 .522** 
Sig. (2-tailed) .797 .402 .554 .002  .000 
N 41 41 41 41 41 41 
Transparansi Pearson 
Correlation 
.736** .642** .686** .743** .522** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 41 41 41 41 41 41 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
    
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 
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Variabel Akuntabilitas 
 
Correlations 
  
AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 
Akuntabilita
s 
AK1 Pearson 
Correlation 
1 .479** .283 .215 .254 .772** 
Sig. (2-tailed)  .002 .072 .177 .109 .000 
N 41 41 41 41 41 41 
AK2 Pearson 
Correlation 
.479** 1 -.109 -.191 -.166 .498** 
Sig. (2-tailed) .002  .497 .231 .299 .001 
N 41 41 41 41 41 41 
AK3 Pearson 
Correlation 
.283 -.109 1 .871** .763** .706** 
Sig. (2-tailed) .072 .497  .000 .000 .000 
N 41 41 41 41 41 41 
AK4 Pearson 
Correlation 
.215 -.191 .871** 1 .779** .652** 
Sig. (2-tailed) .177 .231 .000  .000 .000 
N 41 41 41 41 41 41 
AK5 Pearson 
Correlation 
.254 -.166 .763** .779** 1 .647** 
Sig. (2-tailed) .109 .299 .000 .000  .000 
N 41 41 41 41 41 41 
Akuntabilita
s 
Pearson 
Correlation 
.772** .498** .706** .652** .647** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000  
N 41 41 41 41 41 41 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
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Lampiran 6 Hasil Uji Reliabilitas 
 
 
Variabel Penyajian Laporan Pertanggungjawaban 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 41 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 41 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.733 8 
 
 
 
Variabel Aksesibilitas 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 41 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 41 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.884 3 
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Variabel Transparansi 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 41 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 41 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.646 5 
 
 
 
Variabel Akuntabilitas 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 41 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 41 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.610 5 
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Lampiran 7 
 
 
Hasil Uji Asumsi Klasik 
 
Hasil Uji Normalitas 
 
Variabel Dependen Transparansi 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 41 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 2.45396160 
Most Extreme Differences Absolute .098 
Positive .098 
Negative -.051 
Kolmogorov-Smirnov Z .629 
Asymp. Sig. (2-tailed) .824 
a. Test distribution is Normal.  
   
 
Variabel Dependen Akuntabilitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 41 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 2.19953945 
Most Extreme Differences Absolute .127 
Positive .127 
Negative -.079 
Kolmogorov-Smirnov Z .810 
Asymp. Sig. (2-tailed) .527 
a. Test distribution is Normal.  
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Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Variabel Dependen Transparansi 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1.078 3.028  .356 .724   
Penyajian_Laporan_ 
Pertanggungjawaban 
.460 .092 .569 4.985 .000 .996 1.004 
Aksesibilitas .525 .129 .464 4.061 .000 .996 1.004 
a. Dependent Variable: Transparansi       
 
Variabel Dependen Akuntabilitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.435 2.714  .897 .375   
Penyajian_Laporan_ 
Pertanggungjawaban 
.403 .083 .542 4.866 .000 .996 1.004 
Aksesibilitas .543 .116 .522 4.683 .000 .996 1.004 
a. Dependent Variable: Akuntabilitas       
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Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
 
Variabel Dependen Transparansi 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.719 1.609  2.933 .006 
Penyajian_Laporan_ 
Pertanggungjawaban 
-.088 .049 -.279 -1.790 .081 
Aksesibilitas -.019 .069 -.043 -.273 .786 
a. Dependent Variable: AbsUt     
 
 
Variabel Dependen Akuntabilitas 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.014 1.434 
 
2.102 .042 
Penyajian_Laporan_ 
Pertanggungjawaban 
-.039 .044 -.144 -.895 .376 
Aksesibilitas -.006 .061 -.015 -.092 .928 
a. Dependent Variable: AbsUt     
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Lampiran 8 Hasil Analisis Regresi Linear Ganda 
 
 
Variabel Dependen Transparansi 
 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Aksesibilitas, 
Penyajian_Laporan_ 
Pertanggungjawabana 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Transparansi 
 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .711a .506 .480 2.518 
a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas, 
Penyajian_Laporan_Pertanggungjawaban 
b. Dependent Variable: Transparansi  
 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 246.879 2 123.439 19.473 .000a 
Residual 240.877 38 6.339   
Total 487.756 40    
a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas, Penyajian_Laporan_Pertanggungjawaban 
b. Dependent Variable: Transparansi    
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.078 3.028  .356 .724 
Penyajian_Laporan_ 
Pertanggungjawaban 
.460 .092 .569 4.985 .000 
Aksesibilitas .525 .129 .464 4.061 .000 
a. Dependent Variable: Transparansi     
 
115 
 
 
 
Variabel Dependen Akuntabilitas 
 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Aksesibilitas, 
Penyajian_Laporan_ 
Pertanggungjawabana 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Akuntabilitas 
 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .728a .530 .506 2.257 
a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas, 
Penyajian_Laporan_Pertanggungjawaban 
b. Dependent Variable: Akuntabilitas  
 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 218.530 2 109.265 21.456 .000a 
Residual 193.519 38 5.093   
Total 412.049 40    
a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas, Penyajian_Laporan_Pertanggungjawaban 
b. Dependent Variable: Akuntabilitas    
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.435 2.714  .897 .375 
Penyajian_Laporan_ 
Pertanggungjawaban 
.403 .083 .542 4.866 .000 
Aksesibilitas .543 .116 .522 4.683 .000 
a. Dependent Variable: Akuntabilitas     
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Lampiran 9  
 
Distribusi nilai rtabel  Signifikansi 5% dan 1% 
 
N 
The Level of Significance 
N 
The Level of Significance 
5% 1% 5% 1% 
3 0.997 0.999 38 0.320 0.413 
4 0.950 0.990 39 0.316 0.408 
5 0.878 0.959 40 0.312 0.403 
6 0.811 0.917 41 0.308 0.398 
7 0.754 0.874 42 0.304 0.393 
8 0.707 0.834 43 0.301 0.389 
9 0.666 0.798 44 0.297 0.384 
10 0.632 0.765 45 0.294 0.380 
11 0.602 0.735 46 0.291 0.376 
12 0.576 0.708 47 0.288 0.372 
13 0.553 0.684 48 0.284 0.368 
14 0.532 0.661 49 0.281 0.364 
15 0.514 0.641 50 0.279 0.361 
16 0.497 0.623 55 0.266 0.345 
17 0.482 0.606 60 0.254 0.330 
18 0.468 0.590 65 0.244 0.317 
19 0.456 0.575 70 0.235 0.306 
20 0.444 0.561 75 0.227 0.296 
21 0.433 0.549 80 0.220 0.286 
22 0.432 0.537 85 0.213 0.278 
23 0.413 0.526 90 0.207 0.267 
24 0.404 0.515 95 0.202 0.263 
25 0.396 0.505 100 0.195 0.256 
26 0.388 0.496 125 0.176 0.230 
27 0.381 0.487 150 0.159 0.210 
28 0.374 0.478 175 0.148 0.194 
29 0.367 0.470 200 0.138 0.181 
30 0.361 0.463 300 0.113 0.148 
31 0.355 0.456 400 0.098 0.128 
32 0.349 0.449 500 0.088 0.115 
33 0.344 0.442 600 0.080 0.105 
34 0.339 0.436 700 0.074 0.097 
35 0.334 0.430 800 0.070 0.091 
36 0.329 0.424 900 0.065 0.086 
37 0.325 0.418 1000 0.062 0.081 
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Lampiran 10 
Distribusi Nilai ttabel 
 
d.f t0.10 T0.05 t0.025 t0.01 t0.005  d.f t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005 
1 3.078 6.314 12.71 31.82 63.66  61 1.296 1.671 2.000 2.390 2.659 
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925  62 1.296 1.671 1.999 2.389 2.659 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841  63 1.296 1.670 1.999 2.389 2.658 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604  64 1.296 1.670 1.999 2.388 2.657 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032  65 1.296 1.670 1.998 2.388 2.657 
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707  66 1.295 1.670 1.998 2.387 2.656 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499  67 1.295 1.670 1.998 2.387 2.655 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355  68 1.295 1.670 1.997 2.386 2.655 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250  69 1.295 1.669 1.997 2.386 2.654 
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169  70 1.295 1.669 1.997 2.385 2.653 
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106  71 1.295 1.669 1.996 2.385 2.653 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055  72 1.295 1.669 1.996 2.384 2.652 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012  73 1.295 1.669 1.996 2.384 2.651 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977  74 1.295 1.668 1.995 2.383 2.651 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947  75 1.295 1.668 1.995 2.383 2.650 
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921  76 1.294 1.668 1.995 2.382 2.649 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898  77 1.294 1.668 1.994 2.382 2.649 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878  78 1.294 1.668 1.994 2.381 2.648 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861  79 1.294 1.668 1.994 2.381 2.647 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845  80 1.294 1.667 1.993 2.380 2.647 
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831  81 1.294 1.667 1.993 2.380 2.646 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819  82 1.294 1.667 1.993 2.379 2.645 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807  83 1.294 1.667 1.992 2.379 2.645 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797  84 1.294 1.667 1.992 2.378 2.644 
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787  85 1.294 1.666 1.992 2.378 2.643 
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779  86 1.293 1.666 1.991 2.377 2.643 
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771  87 1.293 1.666 1.991 2.377 2.642 
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763  88 1.293 1.666 1.991 2.376 2.641 
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756  89 1.293 1.666 1.990 2.376 2.641 
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750  90 1.293 1.666 1.990 2.375 2.640 
31 1.309 1.696 2.040 2.453 2.744  91 1.293 1.665 1.990 2.374 2.639 
32 1.309 1.694 2.037 2.449 2.738  92 1.293 1.665 1.989 2.374 2.639 
33 1.308 1.692 2.035 2.445 2.733  93 1.293 1.665 1.989 2.373 2.638 
34 1.307 1.691 2.032 2.441 2.728  94 1.293 1.665 1.989 2.373 2.637 
35 1.306 1.690 2.030 2.438 2.724  95 1.293 1.665 1.988 2.372 2.637 
36 1.306 1.688 2.028 2.434 2.719  96 1.292 1.664 1.988 2.372 2.636 
37 1.305 1.687 2.026 2.431 2.715  97 1.292 1.664 1.988 2.371 2.635 
38 1.304 1.686 2.024 2.429 2.712  98 1.292 1.664 1.987 2.371 2.635 
39 1.304 1.685 2.023 2.426 2.708  99 1.292 1.664 1.987 2.370 2.634 
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704  100 1.292 1.664 1.987 2.370 2.633 
41 1.303 1.683 2.020 2.421 2.701  101 1.292 1.663 1.986 2.369 2.633 
42 1.302 1.682 2.018 2.418 2.698  102 1.292 1.663 1.986 2.369 2.632 
43 1.302 1.681 2.017 2.416 2.695  103 1.292 1.663 1.986 2.368 2.631 
44 1.301 1.680 2.015 2.414 2.692  104 1.292 1.663 1.985 2.368 2.631 
45 1.301 1.679 2.014 2.412 2.690  105 1.292 1.663 1.985 2.367 2.630 
46 1.300 1.679 2.013 2.410 2.687  106 1.291 1.663 1.985 2.367 2.629 
47 1.300 1.678 2.012 2.408 2.685  107 1.291 1.662 1.984 2.366 2.629 
48 1.299 1.677 2.011 2.407 2.682  108 1.291 1.662 1.984 2.366 2.628 
49 1.299 1.677 2.010 2.405 2.680  109 1.291 1.662 1.984 2.365 2.627 
50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678  110 1.291 1.662 1.983 2.365 2.627 
51 1.298 1.675 2.008 2.402 2.676  111 1.291 1.662 1.983 2.364 2.626 
52 1.298 1.675 2.007 2.400 2.674  112 1.291 1.661 1.983 2.364 2.625 
53 1.298 1.674 2.006 2.399 2.672  113 1.291 1.661 1.982 2.363 2.625 
54 1.297 1.674 2.005 2.397 2.670  114 1.291 1.661 1.982 2.363 2.624 
55 1.297 1.673 2.004 2.396 2.668  115 1.291 1.661 1.982 2.362 2.623 
56 1.297 1.673 2.003 2.395 2.667  116 1.290 1.661 1.981 2.362 2.623 
57 1.297 1.672 2.002 2.394 2.665  117 1.290 1.661 1.981 2.361 2.622 
58 1.296 1.672 2.002 2.392 2.663  118 1.290 1.660 1.981 2.361 2.621 
59 1.296 1.671 2.001 2.391 2.662  119 1.290 1.660 1.980 2.360 2.621 
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660  120 1.290 1.660 1.980 2.360 2.620 
Dari "Table of Percentage Points of the t-Distribution." Biometrika, Vol. 32. (1941), p. 
300. Reproduced by permission of the Biometrika Trustess 
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Distribution Tabel Nilai F0,05 
Degrees of freedom for Nominator 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 ∞ 
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 244 246 248 249 250 251 252 253 254 
2 18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 
3 10,1 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53 
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63 
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,37 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67 
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23 
8 5,32 4,46 4,07 3,84 4,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 2,97 2,93 
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79 2,75 2,71 
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54 
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40 
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30 
13 4,67 3,81 3,41 3,13 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21 
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2,13 
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 6,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07 
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01 
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96 
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,92 
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,88 
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84 
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81 
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,78 
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 1,76 
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79 1,73 
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77 1,71 
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,62 
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,51 
50 4,08 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,95 1,87 1,78 1,74 1,69 1.63 1,56 1,50 1,41 
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,39 
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 1,85 1,80 1,68 1,63 1,57 1,51 1,46 1,40 1,28 
120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43 1,35 1,22 
∞ 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,75 1,67 1,57 1,52 1,46 1,39 1,32 1,22 1,00 
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